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Abstract 

This study examines the policy dilemma between mining downstreaming and sustainable 

tourism in Raja Ampat, which has led to a public service crisis. The urgency lies in the need 

for governance that balances economic, ecological, and social interests. Drawing on Public 

Service, Governance, and Sustainable Development theories, this research aims to analyze 

how public services operate amid policy conflicts and assess the implementation of 

transparency, participation, and indigenous rights protection. A qualitative case study 

method was employed through interviews, observations, and documentation. The findings 

reveal that public service in Raja Ampat remains undemocratic and biased toward industrial 

interests, with weak accountability and community participation. The study highlights the 

necessity of public service reform grounded in collaborative governance and ecological 

justice. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilema kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan 

pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat yang menimbulkan krisis pelayanan publik. Urgensi 

penelitian ini terletak pada perlunya tata kelola publik yang mampu menyeimbangkan 

kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Menggunakan teori Pelayanan Publik, Tata Kelola 

Pemerintahan, dan Pembangunan Berkelanjutan, penelitian ini bertujuan menganalisis 

bagaimana pelayanan publik berfungsi di tengah konflik kebijakan serta sejauh mana prinsip 

transparansi, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat adat diterapkan. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Raja Ampat belum 

demokratis dan masih berpihak pada kepentingan industri, dengan lemahnya akuntabilitas 

dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi pelayanan publik 

berbasis kolaborasi dan keadilan ekologis. 

Kata kunci: Pelayanan publik, Tata kelola, Pariwisata berkelanjutan 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam 

dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang menjadi modal penting bagi pembangunan 

ekonomi nasional (Qasthary, Auzan, & Alamsyah, 2025). Dalam konteks tata kelola publik, 

kekayaan alam ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara 

kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Jati, 2021). Namun, dalam praktiknya, 

kebijakan pengelolaan sumber daya alam sering kali lebih berpihak pada pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek dibandingkan pelestarian ekologi (International Journal of Business 
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Law [IJBL], 2024). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip good 

governance dalam sektor sumber daya alam yang seharusnya menekankan transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas publik (IJBL, 2024). Akibatnya, muncul berbagai konflik 

kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang bergantung pada 

keberlanjutan lingkungan. 

Lebih jauh, hubungan antara kebijakan pembangunan dan pelayanan publik 

menunjukkan dinamika yang kompleks di daerah-daerah dengan potensi ekonomi tinggi. 

Pemerintah sering menghadapi dilema dalam menentukan prioritas antara eksploitasi sumber 

daya alam dan penyediaan layanan publik yang adil bagi masyarakat sekitar (Hidayati, 2021). 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa daerah kaya sumber daya alam justru mengalami 

paradoks kemiskinan dan ketimpangan pelayanan publik akibat kebijakan yang bias terhadap 

investasi dan pertumbuhan ekonomi (Qasthary et al., 2025). Dalam konteks ini, pelayanan 

publik tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan dasar, tetapi juga sebagai wujud 

dari keadilan distributif dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (Herdiana & Humaedi, 

2024). Dengan demikian, tata kelola publik menjadi instrumen utama dalam menjaga 

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah konservasi 

seperti Raja Ampat. 

Fenomena ini tercermin nyata di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang selama ini dikenal 

sebagai ikon pariwisata bahari Indonesia namun kini menghadapi ancaman dari ekspansi 

industri pertambangan. Aktivitas penambangan nikel yang mulai berlangsung di wilayah ini 

memicu kekhawatiran akan degradasi lingkungan laut serta berpotensi menurunkan kualitas 

destinasi wisata. Dalam situasi ini, pelayanan publik menjadi ujian bagi negara untuk 

menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat lokal dan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dan lemahnya 

pengawasan terhadap kebijakan pertambangan memperlihatkan adanya krisis tata kelola di 

sektor publik. Oleh karena itu, permasalahan utama yang difokuskan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelayanan publik beroperasi di tengah benturan kebijakan antara pariwisata 

berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat. 

Sejumlah penelitian sebelumnya turut menyoroti dilema tata kelola di kawasan 

konservasi yang dihadapkan pada tekanan ekonomi ekstraktif. Hidayati (2021) menemukan 

bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di daerah konservasi sering kali gagal karena 

kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan publik. Rahardjo dan 

Setiawan (2022, sebagaimana dikutip dalam Qasthary et al., 2025) menunjukkan bahwa 

lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah memperparah konflik kepentingan antara 

industri tambang dan sektor pariwisata di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, penelitian 

Herdiana dan Humaedi (2024) mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang tidak adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat adat dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan 

menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ketiga penelitian ini memberikan 

gambaran bahwa tata kelola publik di daerah berpotensi wisata masih menghadapi tantangan 

besar dalam menyeimbangkan agenda ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi-studi terdahulu, yakni sama-sama 

menyoroti pentingnya tata kelola dan pelayanan publik yang berkeadilan dalam konteks 

kebijakan pembangunan di daerah sensitif secara ekologis. Namun, penelitian ini berbeda 

dalam fokus dan sudut pandang analisis. Jika penelitian sebelumnya cenderung menyoroti 

aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara umum, maka penelitian ini 

menempatkan pelayanan publik sebagai arena dilema kebijakan antara pariwisata 

berkelanjutan dan pertambangan di Raja Ampat, dengan menekankan pada dimensi keadilan, 

transparansi kebijakan, dan perlindungan masyarakat adat sebagai indikator utama kualitas 

layanan publik. 
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Perbedaan tersebut menjadi dasar originalitas penelitian ini, yang berupaya mengisi 

kekosongan literatur terkait pelayanan publik dalam konteks tumpang tindih kebijakan 

ekonomi dan konservasi di kawasan pesisir. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek 

normatif dari tata kelola publik, tetapi juga memetakan bagaimana kebijakan pertambangan 

memengaruhi mekanisme pelayanan publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks 

konflik antara negara, masyarakat adat, dan pelaku industri. Dengan demikian, penelitian ini 

berkontribusi pada pengembangan perspektif baru tentang governance under conflict, di 

mana pelayanan publik menjadi instrumen utama untuk menilai legitimasi kebijakan 

pembangunan di wilayah konservasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk 

meninjau ulang paradigma pelayanan publik di daerah dengan karakteristik sumber daya 

alam yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam konteks Raja Ampat, urgensi ini semakin kuat 

mengingat kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari pariwisata, 

tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekologi laut global. Ketika kebijakan 

publik justru menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial, maka perlu 

dilakukan refleksi kritis terhadap bagaimana pelayanan publik dijalankan—apakah benar-

benar berpihak pada kepentingan rakyat atau hanya memperkuat struktur kekuasaan ekonomi. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelayanan 

publik berfungsi di tengah konflik kebijakan antara sektor pariwisata dan pertambangan di 

Raja Ampat, dengan fokus pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan 

hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh 

mana kebijakan publik yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, 

serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pelayanan 

publik di wilayah konservasi Indonesia. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Pelayanan Publik (Public Service Theory) 

Teori pelayanan publik berangkat dari gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, 

efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Pelayanan 

publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai 

demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Dalam paradigma New 

Public Service, masyarakat tidak dipandang sebagai konsumen melainkan sebagai warga 

negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan (Denhardt, 2011). 

Oleh karena itu, fokus pelayanan publik terletak pada upaya membangun kepercayaan, 

kolaborasi, dan keterlibatan warga dalam setiap proses kebijakan publik. Paradigma ini 

menolak orientasi pasar dari New Public Management dan menekankan pentingnya etika 

serta orientasi pada kepentingan bersama. Indikator Teori Pelayanan Publik: 

 Keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan. 

 Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara layanan. 

 Keadilan dan kesetaraan dalam distribusi manfaat publik. 

 Orientasi nilai (value-driven governance) dibanding efisiensi semata. 

Tata Kelola Pemerintahan (Governance Theory) 

Teori tata kelola pemerintahan menjelaskan bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil saling berinteraksi untuk mencapai tujuan publik melalui mekanisme yang 

partisipatif dan transparan (Rhodes, 1996). Governance tidak hanya menekankan pada peran 

negara, tetapi juga mengakui pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam 

penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks modern, tata kelola yang 
baik (good governance) menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan melalui prinsip 
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transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum (Kooiman, 2003). Pendekatan 

ini menolak konsep pemerintahan yang hierarkis dan menggantinya dengan model jaringan 

(network governance) yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, governance menjadi 

instrumen penting dalam menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di era 

kebijakan pembangunan berkelanjutan. Indikator Teori Tata Kelola Pemerintahan: 

 Prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan. 

 Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah. 

 Kolaborasi lintas sektor dan koordinasi antarlembaga. 

 Supremasi hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) 

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi 

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri (World Commission on Environment and Development, 1987). 

Pendekatan ini memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka 

kebijakan yang seimbang dan saling mendukung (Sachs, 2015). Dalam teori ini, 

kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari 

kualitas lingkungan dan keadilan sosial yang dihasilkan oleh kebijakan publik. Oleh karena 

itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara efisiensi ekonomi dan 

konservasi lingkungan melalui tata kelola publik yang responsif (Todaro & Smith, 2020). 

Penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks daerah seperti Raja Ampat yang 

menghadapi benturan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian pariwisata 

berkelanjutan. Indikator Teori Pembangunan Berkelanjutan: 

 Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 

 Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal/adat. 

 Keadilan sosial dalam distribusi hasil pembangunan. 

 Integrasi antara kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study 

method). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena kompleks yang 

terjadi dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan tertentu secara mendalam (Creswell, 

2014). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah secara detail dinamika 

pelayanan publik di tengah benturan kebijakan antara pariwisata berkelanjutan dan industri 

pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, metode ini relevan karena memberikan ruang bagi 

peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik aktor-aktor lokal, seperti 

masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak swasta (Yin, 2018). Dengan demikian, metode 

ini mampu memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebijakan publik dijalankan 

dalam kondisi konflik kepentingan sumber daya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) wawancara 

mendalam (in-depth interview), (2) observasi lapangan, dan (3) studi dokumentasi. 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat 

pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, pelaku pariwisata, dan perwakilan organisasi 

lingkungan. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan kondisi nyata di 

lapangan, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan dan pariwisata. 

Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap peraturan daerah, laporan pemerintah, berita 

media, serta dokumen perusahaan pertambangan dan pariwisata yang relevan. Triangulasi 

data digunakan untuk memastikan validitas dan keabsahan informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). 
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Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan 

secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap isu yang diteliti 

(Patton, 2015). Pendekatan ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang 

memahami secara mendalam dinamika kebijakan dan pelayanan publik di Raja Ampat. 

Informan utama meliputi perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, 

masyarakat adat, LSM lingkungan, serta pihak industri. Jumlah informan ditentukan 

berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah dianggap 

cukup dan tidak menghasilkan temuan baru. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). 

Tahapan analisis mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis tematik digunakan 

untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data 

empiris, terutama yang berkaitan dengan transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam 

pelayanan publik. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori 

pelayanan publik, teori tata kelola pemerintahan, dan teori pembangunan berkelanjutan yang 

telah dibahas sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap 

dilema kebijakan di Raja Ampat. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dilema Kebijakan Antara Hilirisasi Pertambangan dan Keberlanjutan Pariwisata di 

Raja Ampat 

Konflik kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan keberlanjutan pariwisata di Raja 

Ampat menunjukkan adanya ketidaksinkronan arah pembangunan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Pemerintah pusat menekankan nilai tambah ekonomi melalui ekspor hasil 

tambang, sedangkan pemerintah daerah memprioritaskan konservasi dan pariwisata sebagai 

pilar ekonomi jangka panjang. Ketegangan ini mencerminkan kelemahan dalam mekanisme 

koordinasi lintas sektor dan lemahnya komunikasi kebijakan antarlevel pemerintahan. 

Ketidakharmonisan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan strategis yang diambil di 

tingkat nasional sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekologis di daerah. 

Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan 

pelestarian justru menimbulkan fragmentasi tata kelola dan mengancam stabilitas ekonomi 

lokal. 

Secara lebih mendalam, dilema ini memperlihatkan bahwa paradigma pembangunan 

yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya masih mendominasi kebijakan nasional, 

sementara prinsip keberlanjutan belum menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan 

publik. Upaya Kementerian Pariwisata untuk melindungi kawasan konservasi menjadi 

langkah korektif terhadap praktik pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung 

lingkungan. Namun, tindakan ini belum cukup tanpa adanya integrasi kebijakan yang tegas 

dan koordinasi antara sektor energi, lingkungan, dan pariwisata. Ketidakseimbangan 

kepentingan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada 

kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kemampuan negara menciptakan sinergi antarsektor 

yang menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat Raja Ampat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilema kebijakan antara hilirisasi pertambangan 

dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat mencerminkan ketidaksinergisan antarlevel 

pemerintahan dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pembangunan. Kondisi 

ini berbeda dengan temuan Rahardjo dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa 

efektivitas tata kelola kolaboratif di sektor pariwisata daerah dapat tercapai apabila terdapat 

integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Raja Ampat, 

koordinasi tersebut justru gagal diwujudkan karena keputusan strategis di tingkat pusat lebih 

menekankan pada agenda ekonomi nasional dibandingkan kepentingan ekologis daerah. 
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Temuan ini juga bertolak belakang dengan penelitian Wicaksono, Subagiyo, dan Prayitno 

(2021) yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan daerah wisata bergantung pada 

partisipasi masyarakat dan kejelasan pembagian kewenangan antaraktor kebijakan. Di Raja 

Ampat, absennya koordinasi semacam ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik masih 

didominasi oleh pendekatan top-down yang mengabaikan konteks lokal dan kapasitas 

kelembagaan daerah.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga mengoreksi pandangan Doni, Sari, dan Lubis (2023) 

yang menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dapat berjalan efektif 

apabila disertai transparansi dan akuntabilitas institusional yang kuat. Fakta di lapangan 

justru menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi di Raja 

Ampat belum berjalan optimal, sehingga prinsip keberlanjutan sulit diimplementasikan secara 

konsisten. Perbedaan ini menegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada substansi 

kebijakan hilirisasi itu sendiri, melainkan pada lemahnya sistem tata kelola yang 

mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif sebelumnya dengan 

menunjukkan bahwa konflik kebijakan di daerah konservasi seperti Raja Ampat bukan 

semata persoalan ekonomi, tetapi juga krisis koordinasi, integritas kelembagaan, dan keadilan 

tata kelola antaraktor pembangunan. 

Krisis Pelayanan Publik dalam Transparansi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat 

Pelayanan publik di Raja Ampat menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih 

kepentingan antara kebijakan pertambangan dan pelestarian lingkungan. Kondisi ini 

memperlihatkan kesenjangan antara idealisme tata kelola publik dengan praktik di lapangan. 

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara kondisi normatif dan realitas empiris 

pelayanan publik di wilayah tersebut: 

 

Tabel 1. Analisis Krisis Pelayanan Publik dalam Aspek Transparansi dan Perlindungan Hak 

Masyarakat Adat di Raja Ampat 

Aspek 

Pelayanan 

Publik 

Kondisi Ideal 

(Normatif) 

Temuan di 

Lapangan 

(Empiris) 

Dampak 

terhadap 

Masyarakat 

Adat dan 

Kepercayaan 

Publik 

Implikasi bagi 

Tata Kelola 

Publik 

Transparansi 

Kebijakan 

Informasi izin 

pertambangan, 

AMDAL, dan 

keputusan 

pemerintah 

disampaikan 

terbuka kepada 

publik. 

Proses perizinan 

tambang tidak 

dipublikasikan 

secara lengkap; 

dokumen 

lingkungan sulit 

diakses 

masyarakat. 

Menurunnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

pemerintah dan 

meningkatnya 

kecurigaan 

terhadap 

kebijakan 

publik. 

Pemerintah 

gagal 

menerapkan 

prinsip good 

governance dan 

akuntabilitas 

publik secara 

konsisten. 

Partisipasi 

Masyarakat 

Masyarakat 

lokal dan adat 

dilibatkan 

dalam 

konsultasi 

Proses 

konsultasi 

minim; aspirasi 

masyarakat adat 

tidak 

Terjadi 

resistensi dan 

konflik sosial 

antara 

masyarakat 

Lemahnya 

mekanisme 

bottom-up policy 

making 

memperburuk 
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publik sebelum 

izin diterbitkan. 

dipertimbangkan 

dalam 

pengambilan 

keputusan. 

adat dan pihak 

industri. 

legitimasi 

kebijakan. 

Perlindungan 

Hak Ulayat 

Pemerintah 

menjamin hak 

kepemilikan 

tanah dan 

sumber daya 

masyarakat 

adat. 

Aktivitas 

tambang 

memasuki 

wilayah adat 

tanpa izin 

komunitas lokal. 

Hilangnya 

sumber 

ekonomi 

tradisional dan 

identitas 

budaya 

masyarakat 

adat. 

Tata kelola 

publik 

kehilangan 

fungsi protektif 

dan cenderung 

pro-korporasi. 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Pemerintah 

bertanggung 

jawab 

menindak 

pelanggaran 

lingkungan dan 

penyalahgunaan 

izin. 

Tidak ada sanksi 

tegas terhadap 

pelanggaran 

perusahaan 

tambang; 

lemahnya 

pengawasan 

lapangan. 

Meningkatnya 

kerusakan 

ekosistem dan 

hilangnya 

sumber 

penghidupan 

masyarakat 

pesisir. 

Mengindikasikan 

governance gap 

antara regulasi 

dan 

implementasi 

kebijakan di 

lapangan. 

Keadilan 

Sosial dan 

Pelayanan 

Setara 

Layanan publik 

menjamin akses 

dan manfaat 

yang sama bagi 

seluruh warga, 

termasuk 

masyarakat 

adat. 

Keputusan 

kebijakan lebih 

mengutamakan 

kepentingan 

industri 

pertambangan. 

Ketimpangan 

sosial-ekonomi 

antara 

masyarakat 

lokal dan 

pelaku industri. 

Reformasi 

pelayanan publik 

diperlukan untuk 

memperkuat 

nilai keadilan 

dan kesetaraan. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

 

Analisis terhadap tabel menunjukkan bahwa pelayanan publik di Raja Ampat mengalami 

disfungsi serius dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ketimpangan antara kondisi ideal dan temuan empiris memperlihatkan bahwa aspek 

transparansi, partisipasi, serta perlindungan hak masyarakat adat belum terimplementasi 

secara efektif. Proses perizinan tambang yang tertutup dan minimnya konsultasi publik 

menjadi bukti lemahnya akuntabilitas dan mekanisme representatif pemerintah terhadap 

masyarakat lokal. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi sarana keadilan sosial justru 

terdistorsi menjadi alat legitimasi kepentingan ekonomi korporasi. Kondisi ini menimbulkan 

dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, 

meningkatnya konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara. Secara 

keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan perlunya reformasi pelayanan publik berbasis 

transparansi, kolaborasi, dan perlindungan hak ulayat agar tata kelola pembangunan di Raja 

Ampat dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Fachruddin, Asriani, dan Ode Rosmina (2023) 

yang menyatakan bahwa lemahnya transparansi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam 
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proses kebijakan menjadi penyebab utama krisis legitimasi pelayanan publik di daerah kaya 

sumber daya alam. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Asnawi dan Sa’diyah (2025) 

yang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dapat 

meningkatkan kepercayaan warga dan memperkuat kolaborasi dalam tata kelola 

pemerintahan lokal. Selain itu, studi ini juga sejalan dengan temuan Sunarti, Damayanti, 

Esariti, Rahdriawan, dan Medina (2022) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat 

lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan wisata berkelanjutan. 

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa krisis pelayanan publik di 

Raja Ampat bukan semata persoalan teknokratis, melainkan mencerminkan kegagalan 

struktural dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berkeadilan. 

Transformasi Pelayanan Publik Menuju Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan 

Transformasi pelayanan publik di Raja Ampat menandai perubahan penting dalam 

paradigma tata kelola daerah, dari yang semula berorientasi pada eksploitasi sumber daya 

menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif. Pemerintah mulai menunjukkan 

kesadaran baru dengan meninjau ulang izin-izin pertambangan yang merusak ekosistem dan 

memperkuat posisi pariwisata hijau sebagai pilar pembangunan utama. Langkah-langkah 

seperti pembentukan kawasan ekonomi khusus berbasis konservasi dan peningkatan peran 

masyarakat lokal mencerminkan pergeseran nilai dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju 

keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi. Transformasi ini bukan 

hanya reformasi kebijakan teknis, tetapi juga perubahan orientasi moral dalam memahami 

pelayanan publik sebagai sarana untuk menegakkan keadilan lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Namun, upaya transformasi ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal konsistensi 

implementasi dan keberlanjutan komitmen antarpemangku kepentingan. Perbedaan 

kepentingan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta masih menjadi hambatan 

utama dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang inklusif. Selain itu, keterlibatan 

masyarakat adat belum sepenuhnya diinstitusionalisasikan dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga potensi kearifan lokal sebagai fondasi konservasi belum teroptimalkan. 

Untuk itu, transformasi pelayanan publik di Raja Ampat memerlukan penguatan kapasitas 

birokrasi, kemauan politik yang konsisten, dan mekanisme partisipatif yang nyata agar 

kebijakan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar 

terwujud dalam praktik pemerintahan dan keseharian masyarakat lokal. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik di Raja Ampat 

masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terlembaga dalam praktik tata kelola. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian Karjuni Dt. Maani (n.d.) yang menekankan bahwa transparansi 

dan akuntabilitas adalah prasyarat utama bagi efektivitas kolaborasi lintas sektor. Penelitian 

ini juga bertolak belakang dengan temuan Fachruddin et al. (2023) yang menggarisbawahi 

pentingnya integrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola 

berkelanjutan berbasis kolaborasi. Sementara itu, penelitian Asnawi dan Sa’diyah (2025) 

menegaskan bahwa komitmen pemerintah yang konsisten terhadap prinsip partisipatif 

menjadi fondasi utama keberhasilan pelayanan publik di era desentralisasi. 

 

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan 

pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat telah menimbulkan krisis pelayanan publik, terutama 

dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak adat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik belum berfungsi sebagai sarana demokratis 

yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, melainkan masih menjadi instrumen 

kebijakan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi industri. Temuan ini 

mengonfirmasi bahwa tujuan penelitian tercapai, yakni memahami bagaimana pelayanan 
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publik beroperasi di tengah benturan kepentingan ekonomi dan konservasi, sekaligus 

menegaskan kontribusi penelitian ini dalam menawarkan perspektif baru tentang pentingnya 

collaborative governance dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian 

lingkungan.  

Penelitian ini memberikan saran praktis kepada pemerintah pusat dan daerah untuk 

memperkuat transparansi, melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses perizinan, serta 

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan publik. Untuk penelitian 

selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat 

lokal secara langsung untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka dalam pelayanan 

publik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan data primer lapangan yang 

dapat diperluas dengan metode etnografi atau survei komunitas. Implikasi kebijakan dari 

hasil penelitian ini menekankan perlunya pembentukan model tata kelola pariwisata 

berkelanjutan berbasis pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berkeadilan ekologis. 
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